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ABSTRAK
Digitalisasi administrasi pertanahan merupakan salah satu pelaksanaan tugas pemerintahan ditujukan untuk mewujudkan 

tujuan pembangunan nasional. Administrasi pertanahan yang masih berbasis konvensional harus digeser ke arah 

administrasi pertanahan yang berbasis digital. Layanan administrasi pertanahan seperti pendaftaran tanah sistematis 

lengkap yang belum berbasis digital harus diarahkan menuju digitalisasi, terlebih di era semakin cepatnya perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut untuk mempercepat pelayanan, mempermudah masuknya investasi, integrasi 

data antar sektor pembangunan, dan mempercepat terwujudnya tujuan nasional. Namun demikian diperlukan landasan 

dan pedoman bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan digitalisasi pertanahan. 

Landasan dan pedoman tersebut saat ini belum diformulasi dengan baik dalam sebuah produk hukum. Paper ini menjelaskan 

dua hal yang menjadi fokus permasalahan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pertama paper ini 

berupaya untuk menjelaskan landasan filosofis, teoritis, dan yuridis urgensi membentuk ketentuan hukum yang mengatur 

tentang digitalisasi administrasi pertanahan. Kedua menjelaskan konsep kebijakan digitalisasi administrasi pertanahan ke 

depan dalam konteks hukum. Permasalahan yang dikemukakan tersebut dianalisis dengan dengan beberapa teori, seperti 

teori tujuan hukum dan teori politik hukum. Landasan filosofis digitalisasi tidak lepas dari tujuan nasional yang merupakan 

cerminan dari basis ideologis bangsa. Landasan teoritis didasarkan pada tujuan hukum untuk menciptakan kepastian, 

kemanfaatan, dan keadilan. Landasan yuridis didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

aspek pertanahan dan administrasi pemerintahan. Selanjutnya konsep kebijakan digitalisasi administrasi pertahanan yang 

ditujukan untuk mempercepat pembangunan nasional selain memperhatikan aspek kemanfaatan bagi pembangunan juga 

mesti memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci :	 Digitalisasi Administrasi Pertanahan, Kebijakan Hukum, Pembangunan Nasional

ABSTRACT
Digitalization of land administration is one of the implementation of government tasks aimed to actualize the national 

development goals. Land administration that is still based on conventional must be shifted towards digital-based land 

administration. Land administration services such as complete systematic land registration that are not yet digital based 

must be directed towards digitalization, especially in the era of increasingly rapid development of science and technology. 

This is to accelerate services, facilitate the entry of investment, integrate data between development sectors, and accelerate 

the realization of national goals. However, a foundation and guideline is needed for the Agency or Government Official in 

carrying out the task of carrying out land digitalization. The foundation and guidelines are currently not well formulated in a 

legal product. This paper explains two things that are the focus of the problem using normative legal research methods. First, 
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this paper seeks to explain the philosophical, theoretical, and juridical basis of urgency to establish legal provisions governing 

digitalization of land administration. The second explains the concept of the policy of digitizing land administration in the future 

in a legal context. The problems raised were analyzed with several theories, such as the theory of the purpose of law and the 

theory of legal politics. The philosophical foundation of digitalization is inseparable from national goals which are a reflection 

of the ideological basis of the nation. The theoretical foundation is based on the purpose of the law to create certainty, benefit, 

and justice. Furthermore, the legal policy concept of digitalization of Land administration which is aimed at accelerating 

national development is formulated by taking into account the aspects of benefit for development and the principles of the 

formation of statutory regulations.

Keywords :	 Digitalization of Land Administration, Legal Policy, National Development

I.	 PENDAHULUAN
A.	 Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu hal penting dalam 

kelangsungan hidup manusia. Memiliki tanah terkait 

dengan harga diri (nilai sosial), sumber pendapatan 

(nilai ekonomi), hak previlise (nilai politik), dan 

terdapat untuk memuja Tuhan (nilai sakral budaya). 

Tidak mempunyai tanah berarti kehilangan harga diri, 

sumber hidup, kekuasaan, dan tempat penghubung 

antara manusia dengan Tuhan (Nurhasan Ismail, 

2012: 34). Pentingnya tanah yang berkaitan dengan 

nilai-nilai tersebut tentunya memerlukan pengelolaan 

administrasi pertanahan oleh penyelenggara negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan menjelaskan konsep 

Administrasi Pemerintahan sebagai tata laksana 

dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan 

oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. 

Keputusan maupun tindakan yang diambil oleh 

Badan pemerintah yang berwenang di bidang 

pertanahan harus bisa dilakukan dengan baik. 

Sehingga pelayanan administrasi pertanahan seperti 

pengelolaan data awal mengenai posisi atau letak 

tanah, kepemilikan tanah serta status tanah bisa 

lebih optimal. Hal ini mengingat kondisi pelayanan 

administrasi pemerintahan terkait pertanahan harus 

diakui masih bermasalah.

Data yang rilis oleh Ombudsman RI sebagai 

lembaga negara yang memiliki kewenangan 

mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik 

yang diselenggarakan olehpenyelenggaran negara 

dan pemerintah. Data Ombudsman di Tahun 2017 

misalnya menunjukan ada 1.138 atau 14% dari 

seluruh aduan yang masuk ke Ombudsman terkait 

dengan layanan pertanahan. Kementerian Agraria 

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/

BPN) dituntut untuk bisa mengatasi permasalahan 

pelayanan publik di bidang pertanahan.

Pelayanan publik merupakan mandat bagi 

negara dalam memberikan pelayanan yang terbaik 

kepada masyarakat. Terdapat tiga pertimbangan 

mengapa pelayanan publik harus diselenggarakan 

oleh negara. Pertama investasinya hanya 

bisa dilakukan atau diatur oleh negara, seperti 

pembangunan infrastruktur transportasi, pemberian 

layanan administrasi negara, perizinan, dan lain-

lain. Kedua, sebagai kewajiban negara karena posisi 

negara sebagai penerima mandat. Dan ketiga, biaya 

pelayanan publik didanai dari uang masyarakat, baik 

melalui pajak maupun mandat masyarakat kepada 

negara untuk mengelola sumber kekayaan negara 

(LGSP-Legislative Strengthening Team, 2009:1).

Pemerintah memang telah berupaya untuk 

perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik, 

namun kinerjanya masih belum sesuai dengan 

yang diharapkan masyarakat, antara lain tecermin 

dengan masih banyaknya keluhan masyarakat, baik 

menyangkut prosedur, kepastian, tanggung jawab, 

moral petugas serta masih terjadinya praktik pungli 

yang memperbesar biaya pelayanan (Ainur Rofieq, 

2011:100)

Pemerintah memiliki kewajiban 

menyelenggarakan pelayanan publik. Pemerintah 

satu-satunya yang memiliki kewenangan untuk 

kewujudkan cita-cita kemerdekaan seperti yang 
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tercantum dalam Pembukaan Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Lewat pelayanan publik pemerintah dapat 

mengimplementasikan program-program yang 

muaranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Asumsinya semakin baik pelayanan publik maka 

kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat 

(Mita Widyastuti, 2012:27). Perbaikan pelayanan 

publik itu tidak bisa dilepaskan dari kemajuan 

teknologi dan informasi.

Kenyataan akan kemajuan teknologi informasi 

dan komunikasi menuntut perubahan pada pola 

dan cara dilaksanakannya kegiatan di segala 

sektor, industri, perdagangan, terutama pada sektor 

pemerintahan. Keterlibatan secara aktif dalam 

revolusi informasi, komunikasi dan teknologi akan 

menentukan masa depan kesejahteraan bangsa. 

Aplikasi teknologi informasi dan komunikasi telah 

berkembang luas, dimana tidak terbatas pada 

bidang-bidang industri dan perdagangan saja, namun 

juga bidang-bidang lainnya seperti pertahanan, 

kesehatan, keamanan, pendidikan, sosial, dll. 

Penggunaan teknologi informasi komunikasi sangat 

menguntungkan apabila dibandingkan dengan 

sistem manual dan cara tradisional, sehingga dalam 

perkembangannya banyak negara di seluruh dunia 

telah menggunakan teknologi informasi komunikasi 

dalam melaksanakan manajemen sistem di 

pemerintahannya (Bambang Irawan, 2013:175).

Administrasi pertanahan yang masih berbasis 

konvensional harus digeser ke arah administrasi 

pertanahan yang berbasis digital. Layanan 

administrasi pertanahan seperti pendaftaran tanah 

sistematis lengkap yang belum berbasis digital 

harus diarahkan menuju digitalisasi, terlebih di era 

semakin cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Hal tersebut untuk mempercepat 

pelayanan, mempermudah masuknya investasi, 

integrasi data antar sektor pembangunan, dan 

mempercepat terwujudnya tujuan nasional.

Kementerian ATR/BPN sudah mulai melakukan 

upaya ke arah itu. Salah satunya adalah dengan 

menerapkan program Komputerisasi Kantor 

Pertanahan (KKP). Program tersebut berhasil 

membangun inovasi pelayanan publik di kantor 

pertanahan, seperti SMS Informasi Pertanahan, 

layanan jemput bola LARASITA, informasi berkas 

online, monitoring beban kerja secara online, 

monitoring capaian kinerja secara online.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/

Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/

BPN) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap telah memformulasikan 

upaya digitalisasi administrasi pertanahan. Formulasi 

itu bisa dicermati dari ketentuan Pasal 17 ayat (1) 

dan (2) Peremen ATR/BPN yang masing-masing 

menyatakan bahwa:

1)	 Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan 

dan pemeliharaan data fisik dan data yuridis 

penetapan hak dan pendaftaran tanah 

menggunakan daftar isian, blanko, peta dan 

daftar lainnya serta isian atau entri yang ada 

dalam aplikasi KKP.

2)	 Kepala Kantor Pertanahan harus memastikan 

kesesuaian data yang dihasilkan dari kegiatan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

dengan data elektronik dalam aplikasi KKP 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Rumusan pasal 17 ayat (1) dan (2) itu 

mengamanatkan pemanfaatan aplikasi KKP 

yang memuat data elektronik pertanahan untuk 

memvalidasi data yang telah diolah dan dikumpulkan 

dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis 

lengkap. Data pertanahan yang akurat dalam aplikasi 

KKP selain bermanfaat dalam memudahkan kinerja 

Kementerian ATR/BPN juga dapat dimanfaatkan 

untuk kepentingan penyelenggara negara yang lain, 

pihak swasta,maupun masyarakat dalam rangka 

mempercepat pembangunan nasional.

Digitalisasi administrasi pertanahan pada 

satu sisi harus didorong agar maksimal untuk 

memudahkan pelayanan publik dan membantu 

akselerasi pembangunan. Namun pada sisi yang lain 

digitalisasi pertanahan harus pula didorong untuk 

bisa sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-
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undangan. Misalnya bagaimana informasi 

pertanahan yang terkait dengan data pribadi 

seseorang harus mendapat persetujuan dari yang 

bersangkutan. Sebagaimana diamanatkan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2009 tentang ITE di Pasal 26 (1) 

menyatakan “kecuali ditentukan lain oleh peraturan 

perundangundangan, penggunaan setiap informasi 

melalui media elektronik yang menyangkut data 

pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan 

orang yang bersangkutan”.

Landasan dan pedoman digitalisasi administrasi 

pertanahan saat ini belum diformulasi dengan baik 

dalam sebuah produk hukum. Formulasi digitalisasi 

administrasi pertanahan harus bisa membantu 

memastikan proses digitalisasi itu bersesuaian 

peraturan perundang-undangan. Selain itu digitalisasi 

yang dilakukan memang harus ditujukan untuk 

menciptakan kebermanfaatan dalam hal peningkatan 

pelayanan publik serta percepatan pembangunan 

nasional. Dalam konteks inilah formulasi itu perlu 

dikaji landasan filosofis, teoritis, dan yuridisnya. 

Kajian itu dapat menguraikan kebijakan dasar yang 

menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum 

yang akan dibentuk.

B.	 Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini:

1)	 Apa landasan filosofis, teoritis, dan yuridis untuk 

membentuk ketentuan hukum yang mengatur 

tentang digitalisasi administrasi pertanahan 

dalam perspektif politik hukum?

2)	 Bagaimana konsep kebijakan hukum digitalisasi 

administrasi pertanahan di masa mendatang?

C.	 Tujuan
Tujuan penelitian ini untuk:

1)	 Mengkaji dan menjelaskan landasan filosofis, 

teoritis, dan yuridis untuk membentuk ketentuan 

hukum yang mengatur tentang digitalisasi 

administrasi pertanahan dalam perspektif politik 

hukum.

2)	 Mengkaji dan menjelaskan konsep kebijakan 

hukum digitalisasi administrasi pertanahan di 

masa mendatang.

D.	 Manfaat
1)	 Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat 

untuk mengkaji asas hukum terkait digitalisasi 

administrasi pertanahan sebagai landasan 

pembentukan pedoman dan landasan 

pengaturan pedoman badan atau pejabat 

pemerintah dalam menjalankan digitalisasi 

administrasi pertanahan.

2)	 Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai 

bahan bagi penyusunan pedoman administrasi 

pertanahan yang berbasis percepatan 

pembangunan di masa mendatang bagi para 

pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah 

(kementerian ATR/BPN), akademisi, peneliti 

dan kalangan pegiat hukum, serta pemerhati 

reformasi agraria di Indonesia.

II.	 TINJAUAN PUSTAKA
A.	 Tujuan Hukum

Salah satu teori tentang tujuan hukum 

menjelaskan bahwa tujuan hukum berorientasi 

pada tiga nilai mendasar, yaitu nilai kepastian, nilai 

keadilan, dan nilai kemanfaatan. Salah satu pakar 

yang mengemukakan tiga nilai identitas tujuan hukum 

itu adalah Gustav Radbruch (Achmad Ali, 2012:181-

183). Tiga nilai dasar itu adalah tujuan hukum yang 

didasarkan, yaitu sebagai berikut (Bernard L. Tanya, 

2010:130):

1)	 Asas kepastian hukum (rechtmatigheid). Asas 

ini meninjau dari sudut kepastian secara yuridis.

2)	 Asas keadilan hukum (gerechtigheid). Asas ini 

meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan 

adalah kesamaan hak untuk semua orang di 

depan hukum.
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3)	 Asas kemanfaatan hukum (doelmatigheid atau 

utility).

Tiga tujuan hukum itu juga dijelaskan dalam 

teori-teori klasik maupun teori modern tentang tujuan 

hukum. Dalam teori klasik misalnya, teori etis, maka 

tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan 

keadilan. Kemudian, teori legalistik, maka tujuan 

hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian 

hukum. Dan teori utilitis, menjelaskan tujuan hukum 

semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan.

Selain teori klasik, tujuan hukum juga dijelaskan 

dalam teori modern, seperti teori prioritas baku 

dan teori prioritas kasuistik. Dalam konteks teori 

prioritas baku, tujuan hukum mencakupi: keadilan, 

kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sementara 

teori prioritas kasuistik menjelaskan tujuan hukum 

mencakupi keadilan-kemanfaatan-kepastian hukum 

dengan prioritas secara proporsional, sesuai dengan 

kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.

Kepastian hukum dapat dipahami sebagai 

perangkat hukum yang dibentuk oleh suatu negara 

untuk dapat menjamin hak dan kewajiban setiap 

warga negara. Kepastian hukum dapat pula dipahami 

sebagai bentuk kepastian oleh karena hukum, dan 

kepastian dalam atau dari hukum.  Menjamin kepastian 

oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. 

Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian 

dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan 

adalah hukum yang berguna. Sedangkan kepastian 

dalam atau dari hukum tercapai apabila hukum itu 

sebanyak-banyaknya hukum undang-undang, dalam 

undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang 

saling bertentangan (Undang-undang berdasarkan 

pada sistem logis dan pasti). Undang-undang 

tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum 

(rechtswerkelijheid) dan undang-undang tersebut 

tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan 

secara berlain-lainan. Kepastian hukum ditujukan 

untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga 

negara terhadap tindakan sewenang-wenang dari 

negara. Kepastian hukum dalam pendekatan yang 

legalistik, maka kepastian hukum dipahami sebagai 

interpretasi dari hukum tertulis.

 Kepastian hukum secara normatif adalah ketika 

suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara 

pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas 

dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan 

(multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artianya menjadi 

suatu sistem norma dengan norma lain sehingga 

tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. 

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan 

hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen 

yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi 

oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. 

Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan 

moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. 

Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil 

bukan sekedar hukum yang buruk (Cst Kansil,dkk, 

2009:385).

Pendapat lain konsep kepastian hukum 

dijelaskan oleh Utrech. Ia mengemukakan bahwa 

kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu 

pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat 

individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau 

tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan 

hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah 

karena dengan adanya aturan yang bersifat umum 

itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh 

dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap 

individu (Riduan Syahrani, 1999:23). Perwujudan 

kepastian hukum itu dilakukan oleh hukum dengan 

sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum 

yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan 

hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan 

untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, 

melainkan semata-mata untuk kepastian (Achmad 

Ali, 2002:82-83)

Keadilan dalam hal tujuan hukum dapat 

dipahami sebagai bentuk hukum yang dituntut untuk 

berlaku secara umum dan menuntut hukum untuk 

dapat sejalan dengan cita-cita keadilan dimasyarakat. 

Keadilan dalam konteks hukum bisa dimaknai 

dengan berbagai konsep atau jenis keadilan. 

Misalnya keadilan distributif, keadilan aritmatik 
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(misalnya digunakan dalam hal untuk memenuhi 

nilai keadilan hubungan hukum kontrak), keadilan 

geometrik (keadilan yang dapat digunakan dalam 

hal hukum pidana), atau bahkan keadilan epikea, 

suatu keadilan yang dilandaskan pada penafsiran 

hukum, yakni tentang rasa apa yang pantas. Tujuan 

hukum dalam konsep epekia ini misalnya digunakan 

dalam penerapan hukum saat hakim memutus suatu 

perkara.

Keadilan adalah kebajikan yang berkaitan 

dengan hubungan antar manusia. Kata adil 

mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti 

menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang 

semestinya. Di sini ditunjukan, bahwa seseorang 

dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu 

mengambil lebih dari bagian yang semestinya (Dardji 

Darmohardjo dan Shidarta, 2006:56). Selanjutnya 

konsep keadilan juga bisa dicermati dari pandangan 

filosof Plato dan Aristoteles. Dalam pandangan 

Plato, konsep keadilan berusaha ditempatkannya 

sebagai pemahaman mengenai keadilan dari ilham; 

sementara Aristoteles mengembangkannya dari 

analisa ilmiah atas prinsip-prinsip rasional dengan 

latar belakang model-model masyarakat politik dan 

undang-undang yang telah ada (E.Sumaryono, 

2002:7)

Pandangan lain mengenai keadilan juga bisa 

kita cermati dari John Rawls. Ia memunculkan suatu 

ide dalam bukunya A Theory of Justice atau teori 

keadilan yang bertujuan agar dapat menjadi alternatif 

bagi doktrin-doktrin yang mendominasi tradisi filsafat 

terdahulunya. Ia menyajikan konsep keadilan yang 

mengeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak 

sosial yang diungkap oleh beberapa ahli, misalnya 

seperti Locke, Rousseau dan Kant ke tingkat yang 

lebih tinggi. Oleh Rawls cara pandang keadilan ini 

disebut keadilan sebagai fairness. Konsep keadilan 

sebagai fairness dimulai dengan salah satu pilihan 

yang paling umum yang bisa dibuat orang bersama-

sama, yakni dengan pilihan prinsip pertama dari 

konsepsi keadilan yang mengatur kritik lebih lanjut 

serta reformasi institusi. Teori Rawls didasarkan atas 

dua prinsip yaitu melihat tentang Equal Right dan 

Economic Equality (Inge Dwisvimiar:2011).

Dalam hal tujuan hukum sebagai kemanfaatan 

bisa dicermati dari pendapat Jeremy Bentham yang 

menegaskan bahwa tujuan hukum adalah untuk 

sedapat mungkin mendatangkan kebahagiaan yang 

sebesar-besarnya bagi jumlah orang yang sebanyak-

banyaknya (The greatest happiness for the greatest 

number) (Ridwan Halim, 2005: 72-73). Ide dasar 

utilitarianisme sangat sederhana untuk dilakukan 

adalah yang menghasilkan kebaikan terbesar. Fakta 

menunjukkan bahwa ide seperti ini merupakan cara 

banyak orang mendekati putusan – putusan etis, 

sangat mudah untuk melihat kenapa teori ini memiliki 

daya tarik yang sangat besar.

Benthаm jugа menerаpkаn prinsip-prinsip 

umum dаri pendekаtаn utilitаriаn ke dаlаm kаwаsаn 

hukum, dengаn dаlil bаhwа mаnusiа itu аkаn 

berbuаt dengаn cаrа sedemikiаn rupа sehinggа iа 

mendаpаtkаn kenikmаtаn yаng sebesаr-besаrnyа 

dаn menekаn serendаh-rendаhnyа penderitааn. 

Stаndаr penilаiаn etis yаng dipаkаi disini 

аdаlаh аpаkаh suаtu tindаkаn itu menghаsilkаn  

kebаhаgiааn. Hаl tersebut sejаlаn dengаn mottonyа 

yаng terkenаl yаitu the Greаtest Hаppiness for the 

Greаtest Number, аrtinyа kebаhаgiааn yаng terbesаr 

untuk jumlаh yаng terbаnyаk.  Benthаm jugа menаruh 

perhаtiаn besаr terhаdаp penerаpаn аsаs mаnfааt 

dаlаm perаturаn perundаng-undаngаn sehinggа 

bаnyаk berkаryа tentаng pokok ini, di аntаrаnyа The 

Theory of Legislаtion (Jeremy Benthаm. 2006:1).

Pаdа kаryаnyа tersebut, Benthаm memberikаn 

аrti sebаgаi sifаt dаlаm sembаrаng bendа yаng 

dengаnnyа, bendа tersebut cenderung menghаsilkаn 

kesenаngаn, kebаikаn аtаu kebаhаgiааn, аtаu untuk 

mencegаh terjаdinyа kerusаkаn, penderitааn аtаu 

kejаhаtаn sertа ketidаkbаhаgiааn pаdа pihаk yаng 

kepentingаnnyа dipertimbаngkаn.

Selain Bentham, pemikiran mengenai 

kemanfaatan atau aliran utilitis juga dikemukakan 

oleh Stuart Mill. Prinsip utilitis yang dikemukakan oleh 

Mill bahwa kemanfaatan atau prinsip kebahagian 
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terbesar menyatakan bahwa tindakan tertentu benar 

dan cenderung memperbesar kebahagian. Ide 

dasar utilitarianisme adalah suatu tindakan dinilai 

benar atau salah tergantung pada apakah tindakan 

tersebut meningkatkan kebahagiaan atau kebaikan 

gagasan tersebut menentukan pengimplementasian 

mazhab ini saat membahas mengenai keadilan.

Kemаnfааtаn (utility) sebаgаi sesuаtu yаng 

dаpаt dimiliki dаn dаpаt mendаtаngkаn mаnfааt, 

keuntungаn, kesenаngаn, dаn kebаhаgiааn, аtаu 

sesuаtu yаng dаpаt mencegаh terjаdinyа kerusаkаn, 

ketidаksenаngаn, kejаhаtаn, аtаu ketidаkbаhаgiааn. 

Nilаi kemаnfааtаn ini аdа pаdа tingkаt individu yаng 

menghаsilkаn kebаhаgiааn individuаl mаupun 

mаsyаrаkаt (Khаzаnаh, 2015:416).

B.	 Politik Hukum
Fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan 

masyarakat berkorelasi dengan konsep politik 

hukum yang dikenal dengan kebijakan hukum 

(legal policy theory). Teuku Mohammad Radie 

menjelaskan politik hukum sebagai suatu pernyataan 

kehendak penguasa negara mengenai hukum 

yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah 

perkembangan hukum yang di bangun. Padmo 

Wahjono mengemukakan bahwa politik hukum 

sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, 

bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk 

(Syaukani, Imam dan Thohari, A. Ahsin,2010:19-27).

Politik hukum juga dapat dimaknai sebagai 

bagian kajian hukum  karena mengeskplorasi 

perencanaan hukum dan perancangan hukum 

yang bersubstansi pada cara hukum itu dikodifikasi, 

harmonisasi hukum, pluralisme hukum, unifikasi 

hukum, dan lain-lain (Darwin Ginting, 2007). Soehino 

(2010:34), menyebutkan bahwa politik hukum 

merupakan proses pembentukan ius constituendum 

dari ius constitutum dalam rangka menghadapi 

perubahan kehidupan bermasyarakat. Politik hukum 

mengarahkan dan menentukan tujuan kehidupan 

bermasyarakat, selanjutnya menentukan cara dan 

sarana untuk mencapai tujuan kehidupan tersebut.

Kegiatan politik hukum meliputi mengganti 

hukum dan menciptakan hukum baru karena adanya 

kepentingan yang mendasar untuk dilakukan 

perubahan sosial dengan membuat suatu regeling 

(peraturan) bukan beschiking (penetapan) (Mia 

Kusuma Fitriana,2015). Agar pembangunan hukum 

dapat mencapai sasaran maka politik hukum harus 

memperhatikan stabilitas dalam segala bidang yang 

berhubungan dengan kepentingan nasional dan 

internasional, dan diselaraskandengan unsur-unsur 

yang di masyarakat, yaitu agama, kebudayaan, dan 

adat istiadat masyarakat Indonesia. Tujuannya agar 

kepentingan kepentingan pokok warga masyarakat 

terpenuhi. Pembangunan hukum nasional harus 

dapat mencapai kesejahteraan material dan 

spiritual masyarakat maupun dan hukum yang 

diformulasikan tidak sekadar kumpulan huruf 

huruf mati. Efektivitas hukum bukanlah masalah 

yang berdiri sendiri, melainkan erat hubungannya 

dengan masalah masalah kemasyarakatan lainnya, 

terutamamasalah, pembangunan karakter bangsa 

Indonesia. Pembangunan hukum nasional tidak 

dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat 

Indonesia.

Politik hukum sebagai suatu arah kebijakan, 

juga mencakup pelaksanaan tertib hukum dalam 

kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. 

Strategi pembangunan harus selalu didasarkan 

pada semangat kebangsaan (nasionalisme) dan 

mengarah pada konsep pembangunan sosial 

kemasyarakatan yang komprehensif dan integral. 

Kaidah-kaidah hukum dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan akan dirasakan tidak hanya 

sebagai sesuatu yang harus dipatuhi/ditaati, 

melainkan menjadi bagian dari nilai tata kehidupan 

masyarakat, sehingga masyarakat merasa wajib 

untuk menegakkannya (Achmad, Irwan Hamzani, 

Mukhidin, dan D. Prapti Rahayu, 2018:370).

Politik hukum nasional harus berpijak pada pola 

pikir atau kerangka dasar sebagai berikut:

1)	 Mengarah pada cita-cita bangsa yakni 

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan 

Pancasila.
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2)	 Ditujukan untuk mencapai tujuan negara: 

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah 

darah Indonesia; memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa; 

melaksanakan ketertiban duniaberdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan 

sosial.

3)	 Dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar 

negara: berbasis moral agama; menghargai 

dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa 

diskriminasi; mempersatukan seluruh unsur 

bangsa dengan semua ikatan primordialnya; 

meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan 

rakyat; dan membangun keadilan sosial.

4)	 Dipandu oleh keharusan untuk: melindungi 

semua unsur bangsa demi integrasi atau 

keutuhan bangsa; mewujudkan keadilan 

sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan; 

mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan 

nomokrasi (kedaulatan hukum); menciptakan 

toleransi hidup beragama berdasar keadaban 

dan kemanusiaan.

Secara konstitusional politik Hukum Agraria 

Mengenai Hak Menguasai Negara atas Tanah 

dapat dicermati dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

(UUD NRI 1945) yang merumuskan, “bumi dan air 

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara”. Rumusan kalimat “dikuasai 

oleh negara” inilah yang kemudian dikenal sebagai 

konsep “Hak Menguasai Negara” (HMN) yang berarti 

penguasaan, dan pemanfaatan sumber-sumber 

agraria terpusat pada kekuasaan yang begitu besar 

dari pada negara.

C.	 Konsep Digitalisasi Administrasi 
Pertanahan
Secara sederhana digitalisasi dapat diartikan 

sebagai proses pemberian atau pemakaian sistem 

digital. Proses pemindahan media dari bentuk 

konvensional (tercetak), audio atau video menjadi 

bentuk digital. Misalnya digitalisasi untuk membuat 

arsip dokumen ke bentuk digital. Digitalisasi ini 

memerlukan peralatan teknologi seperti komputer 

dan sofware pendukung. Digitalisasi saat ini juga 

secara bertahap diterapkan dipemerintahan. Oleh 

karena itu digitalisasi tidak dapat dipisahkan dari 

konsep e-government.

E-Government mengacu pada penggunaan 

teknologi informasi oleh instansi pemerintah yang 

memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan 

dengan warganegara, bisnis, dan unit lain dari 

pemerintah. Teknologi yang digunakan ini dapat 

melayani sebuah keragaman yang berbeda yaitu 

pemberian pelayanan pada warga negara yang lebih 

baik, meningkatkan interaksi dengan dunia bisnis dan 

industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses 

terhadap informasi, atau manajemen pemerintah 

yang lebih efisien. Hasil yang didapat yaitu korupsi 

yang berkurang, transparansi yang meningkat, 

kenyamanan yang lebih besar, peningkatan 

penerimaan negara, dan/atau pengurangan biaya. 

E-government adalah garda terdepan dari upaya 

pemerintah dalam menyediakan informasi dan 

pelayanan kepada masyrakat, kelompok bisnis, 

pegawai pemerintah, dan organisasi masyarakat 

(Bambang Irawan, 2013). UNDP (United Nation 

Development Programme) mendefinisikan 

e-Goverment secara lebih sederhana, yaitu: “… 

e-Government is the application of the Informationand 

Communication Technology (ICT) by government 

agencies”. (Indrajit, 2004: 2).

Wescott mendefinisikan e-Government 

sebagai “E-Government is the use ofinformation 

and communications technology (ICT) to promote 

more efficiency andcost-effective government, 

facilitate more convenient government services, 

allowgreater public access to information, and make 

goverment more accountable tocittizens.” (Indrajit, 

2004: 4-5). The Government of New Zealand yang 

mendefinisikane-Government sebagai berikut:“...a 

way for governments to use the new technologiesto 

provide people with more convenient access to 

government information and services, to improve 
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the quality of the services and to provide greater 

opportunities toparticipate in our democratic 

institutions and processes” (Bovaird, 2005: 19).

E-Government juga merupakan sebuah cara 

bagi pemerintah untuk menggunakan teknologi baru 

untuk melayani masyarakat akses terhadap informasi 

dan pelayanan pemerintah dengan nyaman, 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan untuk 

menyediakan kesempatan yang lebih besar dalam 

berpartisipasi padaproses dan institusi demokratis. 

Sedangkan holmes mendefinisikan e-Government 

:“….is the use of information technology, in particular 

the internet, to deliver publicservices in a much 

more convenient, customer-oriented, cost-efective, 

and altogetherdiffrent and better way. It affects an 

agency’s dealing with citizens, businesses, andother 

public agencies as well as its internal business 

processes and employees”(Holmes, 2001: 2).

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 

terbaru oleh pemerintah untuk memberikan 

pelayanan intensif kepada masyarakat, pelaku bisnis 

dan lingkungan pemerintah dengan menggunakan 

aplikasi berbasis web melalui perubahan pada proses 

internal dan eksternal dalam rangka mengurangi 

korupsi, meningkatkan transparansi, kemudahan 

yang semakin bertambah, peningkatan pendapatan, 

dan mengurangi ongkos dalam penyelenggaran 

pemerintahan. Dengan demikian konsep digitalisasi 

pertanahan dapat dipahami sebagai proses peralihan 

administrasi konvensional ke sistem digital. Proses 

digitalisasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan 

teknologi dan informasi.

D.	 Konsep Pembangunan Nasional
Pembangunan adalah sebagai transformasi 

ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan juga 

dapat diartikan sebagai proses perubahan yang 

dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar 

dan terencana (Riyadi dan Deddy Supriyadi 

Bratakusumah, 2005). Menurut Sondang P. Siagian 

(1994) pembangunan adalah sebagai suatu usaha 

atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan 

yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh 

suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju 

modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation 

building).

Konsep pembangunan yang mengarah pada 

perubahan ke arah yang lebih baik. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Alexander sebagaimana 

dikutip oleh Sahya Anggara dan Ii Sumantri dalam 

Administrasi pembangunan, bahwa pembangunan 

adalah proses perubahan yang mencakup seluruh 

sistem sosial (seperti ekonomi, infrastruktur, 

pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan 

dan budaya). Selanjutnya dengan mengutip Portes, 

Sahya Anggara dan Ii Sumantri juga  menjelaskan 

pembangunan sebagai transformasi ekonomi 

sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses 

perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki 

berbagai aspek kehidupan masyarakat (Sahya 

Anggara dan Ii Sumantri, 2016:18-19). Sehingga 

konsep reformasi pembangunan dapat diartikan 

sebagai perubahan secara drastis melalui proses 

dan upaya yang terencana yang mencakup seluruh 

sistem aspek kehidupan dimasyarakat.

Arah pembangunan sebagai pengejawantahan 

dari tujuan nasional tersebut salah satunya dimuat 

dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2005-2025. Undang-Undang 

tersebut mengatur terkait pembangunan nasional 

sebagai rangkaian upaya pembangunan yang 

berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek 

kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. 

Rangkaian upaya pembangunan itu memuat kegiatan 

pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan 

menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari 

generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut 

dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa 

sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi 

yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Salah satu bidang pembangunan yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 
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tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2005-2025 adalah pembangunan 

di bidang hukum. Uraian mengenai rencana 

pembangunan di bidang hukum yang ada dalam 

Undang-Undang tersebut dapat menggambarkan 

bagaimana politik hukum pembangunan nasional. 

Politik hukum nasional dapat dipahami sebagai 

garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan 

diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru 

maupun dengan penggantian hukum lama, dalam 

rangka mencapai tujuan negara (Moh. Mahfud 

MD, 2018:1). Sehingga memahami politik hukum 

nasional penting untuk bisa menjelaskan secara 

komprehensip bagaimana kehendak negara 

(pemerintah) membentuk hukumnya.

III.	METODE
A.	 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian hukum normatif 

(yuridis normatif). Penggunaan tipe penelitian ini 

didasari pertimbangan untuk mengkaji kaidah-

kaidah atau norma-norma dalam hukum positif 

(JhonyIbrahim, 2011:295). Menurut Wignyosoebroto 

(2006) penelitian jenis ini adalah penelitian-penelitian 

atas hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan 

atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep 

dan/atau sang pengembangnya. Upaya menemukan 

hukum dalam penelitian hukum doktrinal dilakukan 

dengan cara mempelajari bahan utamanya berupa 

peraturan perundang-undangan, putusan peradilan, 

kasus-kasus, dan  pendapat ahli hukum (Soetandjo 

Wignjosoebroto, 2002:139-177).

Norma hukum tentang pertanahan, administrasi 

pemerintahan, dan digitalisasi administrasi yang 

tersebar dalam peraturan perundang-undangan 

dikaji untuk bisa memacahkan kekosongan norma 

terkait landasan atau pedoman bagi Badan atau 

Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugas 

penyelenggaraan digitalisasi pertanahan ke depan. 

Dokumen-dokumen hukum yang dikaji tersebut 

diharapkan dapat mencapai hasil untuk tujuan 

praktis, berupa pemecahan masalah hukum tertentu. 

Lebih jauh penelitian dengan meneliti norma 

hukum tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan 

teoritik seperti ditemukannya falsafah, asas-asas 

hukum dan kerangka berpikir tentang hukum yang 

mengatur suatu permasalahan tertentu (Sulistyo 

Irianto,1997:4).

B.	 Pendekatan
Berdasarkan objek penelitian di atas, 

pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) dan pendekatan konsep (conceptual 

approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2005:93). 

Pendekatan perundang-undangan dipergunakan 

karena fokus kajian makalah ini adalah berbagai 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

digitalisasi administrasi pertanahan seperti Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, 

dan peraturan lainnya. Pendekatan konseptual 

(conceptual approach) dipergunakan untuk 

mencermati dan melakukan kajian konsep hukum 

tentang esensi dan urgensi pengaturan pedoman 

atau landasan digitalisasi administrasi pertanahan.

C.	 Bahan Hukum
Bahan hukum yang dipergunakan menyesuaikan 

jenis penelitian normatif atau doktrinal. Bahan hukum 

tersebut berupa bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier (Soerjono 

Soekanto dan Sri Mamudji, 1979:15). Ketiga bahan 

hukum tersebut merupakan data penelitian sekunder 

(Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011:12-13).

1)	 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah 

bahan hukum yang menjadi fokus dalam melakukan 

observasi. Bahan hukum tersebut meliputi :

a)	 Undang – Undang Dasar 1945 (Berita Re-

publik Indonesia (BRI) Tahun II (Tahun 1946) 

dan Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 

75);

b)	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ten-
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tang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-

hun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

c)	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 ten-

tang Rencana Pembangunan Jangka Pan-

jang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No-

mor 33, Tambahan Lembaran Negara Re-

publik Indonesia Nomor 4700)

d)	 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ten-

tang Informasi dan Transaksi Elektronik se-

bagaimana diubah dengan Undang-Undang  

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Indormasi dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-

hun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

e)	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten-

tang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-

nesia Tahun 2009 Nomor 5038);

f)	 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ten-

tang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik In-

donesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia No-

mor 5234);

g)	 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten-

tang Administrasi Pemerintahan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No-

mor 292, Tambahan Lembaran Negara Re-

publik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);

h)	 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara-

Republik Indonesia Nomor 3696):

i)	 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 

6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 501).

2)	 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum 

pedukung dalam rangka pengkayaan dan penguatan 

dari bahan hukum primer yang meliputi :

a)	 Pendapat para ahli hukum

b)	 Buku-buku literatur hukum

c)	 Jurnal atau Laporan Penelitian

d)	 Artikel dan Makalah

3)	 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini berupa:

a)	 Kamus Hukum

b)	 Kamus Bahasa

IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN
A.	 Landasan Filosofis, Teoritis, 

dan Yuridis Untuk Membentuk 
Ketentuan Hukum Yang 
Mengatur Tentang Digitalisasi 
Administrasi Pertanahan dalam 
Perspektif Politik Hukum

1)	 Landasan Filosofis

Mewujudkan sistem birokrasi pertanahan 

yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan 

merupakan salah satu tujuan reformasi agraria 

yaitu demi mewujudkan masyarakat adil makmur. 

Tujuan itu bisadicermati dari mukadimah TAP MPR 

No. IX Tahun 2001, bahwa sumber daya agraria 

dan sumber daya alam sebagai rahmat tuhan Yang 

Maha Esa kepada bangsa Indonesia, merupakan 

kekayaan nasional yang wajib disyukuri. Tanah 

sebagai bagian dari kekayaan sumber dayatersebut 

harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi 

generasi sekarang dan generasi mendatang.

Pengelolaan dan pemanfaatan ditujukan untuk 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Selain 

itu juga ditujukan untuk menetapkan arah dan dasar 
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bagi pembangunan nasional yang dapat menjawab 

berbagai persoalan kemiskinan, ketimpangan 

dan ketidakadilan sosial ekonomi rakyat serta 

pengelolaan sumberdaya agraria yang berlangsung, 

yang selama ini telah menimbulkan ketimpangan 

struktur, subtansi dan kultur dari penguasaan, 

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta 

menimbulkan berbagai konflik dimana peraturan 

perundang-undangan. Ada ketentuan perundang-

undangan yang berkaitan dengan pengelolaan 

sumberdaya agraria saling tumpang tindih dan 

bertentangan. Oleh karena itu pengelolaan 

sumberdaya agraria yang adil dan berkelanjutan, 

harus dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu 

dan menampung dinamika, aspirasi dan peran serta 

masyarakat, serta menyelesaikan konflik (Widhi 

Handoko, 2011:158-159).

Indonesia menyepakati untuk membangun 

ideologi dan hukum tanahnya sesuai kepribadian 

bangsa, yaitu Pancasila. Ideologi ini didasarkan pada 

nilai kolektivitas yang mengakui hak individual atas 

tanah. Dalam perkembangannya, tata nilai tersebut 

mengalami benturan dan desakan dengan tata nilai 

lain, khususnya individualisme, yang mengakibatkan 

terjadinya ketidakserasian atau ketimpangan agraria 

(Julius Sembiring, 2011:403).

Pancasila merupakan basis ideologis yang 

menyediakan kerangka ontologis dan kerangka 

normatif bagi bangsa Indonesia. Bahkan juga 

memberi kerangka operasional yang kokoh bagi 

penataan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Kerangka ontologis manusia Indonesia misalnya 

terkait keberadaannya yang bersentuhan dengan 

Tuhan Yang Maha Esa yang diyakini sebagai 

sumber nilai, kebenaran, dan makna. Manusia 

Indonesia pun dituntut untuk hidup beradap, 

adil, dan berprikemanusiaan. Inilah kerangka 

normatif tersebut. Kerangka operasinal tercermin 

dari kehidupan persatuan dalam berbangsa dan 

bernegara serta mematok keadilan sosial dalam 

bermasyarakat (Bernard L.Tanya,2011:16). Basis 

ideologis inilah yang menjadi panduan dalam 

merancang bangun ketentuan hukum negara 

ini, termasuk perihal pedoman atau landasan 

administrasi pertanahan.

Administrasi pertanahan yang dijalankan oleh 

penyelenggara negara harus membuat pelayanan 

publik semakin berkualitas. Upaya meningkatkan 

kualitas pelayanan publik di era teknologi dan 

informasi yang semakin maju dapat dilakukan 

dengan memanfaatkan kemajuan tersebut. Era 

penyelenggaraan pemerintahan dengan pendekatan 

elektronik dituntut semakin dioptimalkan. Hal 

ini tidak lepas dari manfaat E-government yang 

ditujukan sebagai sarana untuk membuat pelayanan 

pemerintah lebih nyaman nyaman, menyediakan 

kesempatan yang lebih besar dalam berpartisipasi 

pada proses dan institusi demokratis (Bambang 

Irawan, 2013). Pemanfaatan penyelengaraan 

pemerintahan yang berbasis elektonik ini tentu akan 

mempengaruhi permasalahan dalam administrasi 

pertanahan yang bisa membuat konflik di masyarakat. 

Dalam konteks ini maka digitalisasi administrasi 

pertanahan menjadi relevan untuk dilakukan.

Digitalisasi pertanahan dapat membantu 

mewujudkan hakikat pembangunan di Indonesia 

berupa pembangunan manusia Indonesia 

seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia 

seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, 

tujuan, dan pedoman pembangunan nasional. 

Pembangunan nasional dilaksanakan merata di 

seluruh tanah air dan tidak hanya untuk suatu 

golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi 

untuk seluruh masyarakat, serta harus benar-benar 

dapat dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan 

tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi 

tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Hakikat pembangunan tersebut didasarkan 

pada upaya pembangunan yang berkesinambungan 

yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, 

bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas 

mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah 
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darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan 

sosial. Keseluruhan semangat, arah, dan gerak 

pembangunan dilaksanakan sebagai pengalaman 

semua sila dalam Pancasila secara serasi dan 

sebagai kesatuan yang utuh. Hakikat pembangunan 

inilah yang menjadi landasan proses digitalisasi 

administrasi pertanahan.

Tujuan mendasar yang ingin dicapai dari 

digitalisasi pertanahan yang menjadi bagian 

implementasi e-government adalah:

a)	 Meningkatkan mutu layanan publik melalui 

pemanfaatan teknologi IT dalam proses pe-

nyelenggaraan pemerintahan.

b)	 Terbentuknya kepemerintahan yang bersih, 

transparan, dan mampu menjawab tuntutan 

perubahan secara efektif.

c)	 Perbaikan organisasi, sistem manajemen, 

dan proses kerja kepemerintahan.

Basis ideologis, hakikat pembangunan, dan 

tujuan dasar yang menjadi landasan bagi digitalisasi 

pertanahan harus menjadi penduan dalam 

pelaksanaannya. Digitalisasi tidak boleh menjadi 

menimbulkan masalah baru. Misalnya terkait 

kerahasiaan data individu, validitas data digital, 

kebocoran data, tindakan penyalahgunaan terhadap 

data-data, dan lainnya. Potensi masalah inilah yang 

membuat keberadaan pedoman bagi penyelenggara 

negara yang berwenang di bidang pertanahan dalam 

melakukan administrasi pemerintahan yang berbasis 

digital atau elektronik.Sehingga hukum pertanahan 

yang dibangun berdasarkan basis ideologis tidak 

hanya untuk hukum yang bersinggungan dengan 

substansi materil, tetapi juga substansi formil atau 

teknis-teknis administrasi pertanahan.

2)	 Landasan Teoritis

Urgensi membentuk kebijakan dalam bentuk 

ketentuan hukum tentang pedoman digitalisasi 

administrasi pertanahan dapat dicermati dari tujuan 

hukum. Dalam berbagai teori tujuan hukum, salah satu 

tujuan hukum  mencakupi: keadilan, kemanfaatan, 

dan kepastian hukum. Tiga cakupan tujuan hukum 

tersebut harus menjiwai sebuah ketentuan hukum 

yang mengatur tentang sesuatu hal, termasuk dalam 

hal pedoman digitalisasi administrasi pertanahan. 

Meskipun menyeimbangkan ketiga tujuan hukum 

tersebut dalam suatu ketentuan hukum adalah hal 

yang sangat sulit, namun semua itu harus dilakukan 

agar bisa menghasilkan produk hukum yang sesuai 

dengan hakikat dihadirkannya hukum.  

Pedoman digitalisasi administrasi pertanahan 

dapat dipahami sebagai upaya untuk memberikan 

kepastian hukum. Kepastian hukum dapat 

memberikan perlindungan hukum bagi warga 

negara terhadap tindakan sewenang-wenang dari 

negara. Digitalisasi administrasi pertanahan yang 

berkaitan dengan data pribadi warga negara yang 

menggunakan basis teknologi web misalnya tentu 

memiliki potensi masalah keamanan web, peretasan 

data, dan lain sebagainya. Dibentuknya pedoman 

digitalisasi dapat memberikan kepastian hukum 

mengenai hak warga negara apabila hal tersebut 

terjadi. 

Kepastian hukum yang dapat melindungi 

seorang warga negara dari tindakan sewenang-

wenang pejabat atau badan penyelenggara negara 

tentu tidak lengkap apabila aspek keadilan tidak 

diperhatikan. Konsep keadilan sebagai fairness 

dimulai dengan salah satu pilihan yang paling umum 

yang bisa dibuat orang bersama-sama, yakni dengan 

pilihan prinsip pertama dari konsepsi keadilan yang 

mengatur kritik lebih lanjut serta reformasi institusi. 

Teori Rawls didasarkan atas dua prinsip yaitu melihat 

tentang Equal Right dan Economic Equality (Inge 

Dwisvimiar:2011). Tujuan hukum yang berkaitan 

dengan keadilan ini menjadi landasan yang penting 

diperhatikan dalam membentuk pedoman digitalisasi 

administrasi pertanahan agar tercipta kesetaraan 

bagi subjek-subjek yang diatur. 

Cakupan tujuan hukum lainnya yang dapat 

dijadikan landasan pembentukan pedoman 
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digitalisasi administrasi pertanahan adalah 

kemanfaatan. Asas kemanfaatan sebagai tujuan 

hukum dapat dipahami sebаgаi sifаt dаlаm 

sembаrаng bendа yаng dengаnnyа, bendа tersebut 

cenderung menghаsilkаn kesenаngаn, kebаikаn 

аtаu kebаhаgiааn, аtаu untuk mencegаh terjаdinyа 

kerusаkаn, penderitааn аtаu kejаhаtаn sertа 

ketidаk bаhаgiааn pаdа pihаk yаng kepentingаnnyа 

dipertimbаngkаn. Pembentukan produk hukum 

haruslah produk yang dapat membuat orang untuk 

tidak melakukan kerusakan seperti pelanggaran 

atau bahkan kejahatan. Digitalisasi administrasi 

pertanahan perlu diatur dalam suatu ketentuan yang 

komprehensip dapat memberikan kemanfaatan 

terkait akurasi data pertanahan melalui ketentuan-

ketentuan yang mencegah adanya manipulasi data 

peranahan. Kebijakan hukum digitalisasi administrasi 

pertanahan pada muaranya didorong untuk bisa 

membuat tujuan negara dapat tercapai. Upaya untuk 

mencapai muara ini mensyaratkan politik hukum 

yang menjadi panduan sejalan dengan politik hukum 

nasional.

Politik hukum nasional merupakan garis 

kebijakan resmi tentang hukum yang akan 

diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru 

maupun dengan penggantian hukum lama, dalam 

rangka mencapai tujuan negara (Moh. Mahfud MD, 

2018:1). Tujuan negara itu dapat dicapai jika fungsi 

negara hukum dijalankan dengan optimal. Fungsi 

primer negara hukum adalah (I.S Susanto, 1999:17-

18):

a)	 Perlindungan yaitu hukum mempunyai fung-

si untuk melindungi masyarakat dari anca-

man dan tindakan-tindakan yang merugikan, 

termasuk ancaman atau tindakan yang di-

lakukan oleh pemegang kekuasaan (pemer-

intah dan negara).

b)	 Keadilan yaitu fungsi lain dari hukum adalah 

menjaga, melindungi dan memberi keadilan 

bagi seluruh rakyat.

c)	 Pembangunan yaitu fungsi hukum yang 

ketiga adalah pembangunan dalam rangka 

mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh 

rakyat Indonesia.

Lebih lanjut apabila mencermati pemahaman 

teoritik kekuasaan negara atas sumber-sumber 

agraria, bersumber dari rakyat yang dikenal dengan 

hak bangsa. Dalam hal ini negara dipandang sebagai 

yang memiliki karakter lembaga masyarakat umum, 

sehingga kepadanya diberikan wewenang atau 

kekuasaan untuk mengatur, mengurus, memelihara 

dan mengawasi pemanfaatan seluruh potensi 

sumber daya agraria yang ada dalam wilayahnya 

secara intensif, namun tidak sebagai pemilik, 

karena pemiliknya adalah Bangsa Indonesia (Widhi 

Handoko, 2011:144). 

Adapun kaitan hak penguasaan negara dengan 

tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, 

melahirkan kewajiban Negara untuk mengatur 

(Firman Muntaqo, 2010:71-72)

a)	 Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) 

serta hasil yang didapat (kekayaan alam), 

harus secara nyata meningkatkan kemak-

muran dan kesejahteraan masyarakat.

b)	 Melindungi dan menjamin segala hak-hak 

rakyat yang terdapat di dalam atau di atas 

bumi, air dan berbagai kekayaan alam tert-

entu yang dapat dihasilkan secara langsung 

atau dinikmati langsung oleh rakyat.

c)	 Mencegah segala tindakan dari pihak mana-

pun yang akan menyebabkan rakyat tidak 

mempunyai kesempatan atau akan kehilan-

gan haknya dalam menikmati kekayaan 

alam.

Kebijakan hukum yang mengatur mengenai 

digitalisasi administrasi pertanahan merupakan 

bagian yang juga dapat dikaitkan dengan upaya 

menjaga sumber daya agraria agar ditujukan 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Secara teoritis pedoman yang dimuat dalam 

sebuah ketentuan untuk melaksanakan digitalisasi 

administrasi pertanahan harus dibentuk sebagai 
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kebijakan  hukum yang akan diberlakukan 

untuk tujuan negara. Kebijakan hukum itu harus 

memperhatikan tujuan hukum yang mencakup 

kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

3)	 Landasan Yuridis

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa Pancasila 

sebagai segala sumber hukum negara. Hukum 

negara yang dilegitimasi oleh Undang-Undang 

tersebut salah satunya adalah peraturan tertulis 

yang di dalamnya terdapat norma atau aturan hukum 

yang mengikat secara umum, yang mana norma 

itu dibentuk atau ditetapkan oleh suatu lembaga 

negara yang atau pejabat yang berwenang  melalui 

mekanisme yang telah ditetapkan oleh peraturan 

perundang-undangan. Maka dari itu segala norma 

hukum yang dilegitimasi oleh ketentuan UU tersebut 

harus mendasarkan sumbernya pada Pancasila.

Ketentuan lain dalam Undang-Undang itu juga 

menyebutkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 menjadi 

hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. 

Karenanya norma hukum, harus memperhatikan 

Pancasila yang diamanatkan menjadi sumber hukum 

negara dan UUD NRI 1945 yang menjadi hukum 

dasar. Dua hal fundamental inilah yang menurut 

Undang-Undang tentang pembentukan peraturan 

perundang-undangan dapat menjadi dasar atau 

landasan yuridis dalam pembentukan suatu 

peraturan perundang-undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan 

termasuk dalam konteks peraturan perundang-

undangan yang memuat ketentuan digitalisasi 

administrasi pertanahan, bisa kita maknai sebagai 

pembentukan norma baru maupun perbaikan 

norma yang telah ada. Diperlukannya suatu aturan 

atau norma baru apabila kekosongan norma.

Belum adanya ketentuan digitalisasi administrasi 

pertanahan yang secara menyeluruh mengatur 

dalam sebuah produk hukum dapat dipahami 

ada kekosongan norma atau paling tidak ketidak 

lengkapan norma terkait hal itu. Landasan yuridis 

pembentukannya yang utama adalah Pancasila 

sebagai basis ideologis yang merupakan segala 

sumber hukum negara. Digitalisasi administrasi 

pertanahan yang ditujukan untuk bisa mempercepat 

terwujudnya rencana pembangunan nasional 

mesti diarahkan untuk memperhatikan rencana 

pembangunan nasional dari aspek hukumnya.

Rencana pembangunan di bidang hukum salah 

satunya dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Namun 

demikian, terlebih dahulu penting untuk mencermati 

konsep politik hukum. Sehingga dapat menjelaskan 

secara sistematis dan komprehensif mengenai 

politik hukum nasional yang ada dalam rencana 

pembangunan nasional di bidang hukum.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025  menyatakan bahwa Visi adalah 

“Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur”. 

Pembangunan di bidang hukum pun akan mengarah 

pada upaya-upaya untuk membentuk sistem hukum 

nasional yang bisa mempercepat terwujudnya 

kemandirian, kemajuan, keadilan, dan kemakmuran 

bagi bangsa Indonesia. Upaya membangun 

sistem hukum nasional tersebut berfokus pada 

upaya membangun sub sistem substansi hukum, 

struktur hukum, dan budaya hukum. Semua sub 

sistem hukum yang dibangun itu harus dilandasi 

visi Indonesia yang telah dicantumkan dalam 

rencana pembangunan jangka panjang nasional 

itu. Visi tersebut tentunya merupakan penjabaran 

dari tujuan nasional yang telah dinyatakan dalam 

pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan didasarkan 

pada Pancasila. Dengan demikian dalam perspektif 

rencana pembangunan nasional dapat dipahami 

bahwa negara/pemerintah menghendaki sistem 

hukum nasional yang berkarakter pancasila, sejalan 

dengan tujuan nasional, dan sesuai visi Indonesia 

2005-2025 yang telah dicanangkan dalam Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 
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2005-2025.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025 juga menguraikan kondisi dalam 

era reformasi dalam konteks upaya perwujudan 

sistem hukum nasional yang mencakup beberapa 

hal. Beberapa di antara poin tersebut antara lain:

a)	 Pembangunan substansi hukum, baik hu-

kum tertulis maupun hukum tidak tertulis tel-

ah mempunyai mekanisme untuk memben-

tuk hukum nasional yang lebih baik sesuai 

dengan kebutuhan pembangunan dan aspi-

rasi masyarakat.

b)	 Penyempurnaan struktur hukum yang lebih 

efektif terus dilanjutkan. guna, sehingga pe-

nyelenggaraan fungsi negara di bidang hu-

kum dapat dilakukan secara lebih efektif dan 

efisien.

c)	 Pelibatan seluruh komponen masyarakat 

yang mempunyai kesadaran hukum tinggi 

untuk mendukung pembentukan sistem hu-

kum nasional yang dicita-citakan.

Arah pembentukan ketentuan hukum mengenai 

digitalisasi administrasi pertanahan dalam hal 

pembangunan hukum nasional secara normatif 

memang dharuskan bisa membantu menciptakan 

substansi, struktur, dan budaya hukum yang kuat 

mengenai tertib administrasi pertanahan misalnya. 

Terlebih apabila mencermati ketentuan hubungan 

hukum antara orang (badan hukum) dengan bumi 

(tanah) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria maka hak yang muncul dari hubungan 

hukum itu harus harus digunakan untuk mencapai 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti 

kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan 

dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia 

yang berdaulat adil dan makmur (Lihat Pasal 11 

Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria).

Digitalisasi administrasi pertanahan yang 

memanfaatkan teknologi informasi harus dibentuk 

dengan mendasarkan pada asas dan tujuan 

pemanfaatan yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana 

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pasal 3 Undang-

Undang ITE menjelaskan asas pemanfaatan 

teknologi dan informasi harus dilakukakan 

berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-

hatian itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi. 

Selan itu juga dapat dicermati Pasal 4 agar tujuan 

digitalisasi administrasi pertanahan memperhatikan 

tujuan untuk:

a)	 Mencerdasakan kehidupan bangsa sebagai 

bagian dari masyarakat informasi dunia;

b)	 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelay-

anan publik.

c)	 Memberikan kesemapatan seluas-luasnya 

kepada setiap orang memajukan pemikiran 

dan kemampuan di bidang penggunaan dan 

pemanfaatan teknologi informasi dengan 

optimal dan bertanggung jawab.

d)	 Memberikan rasa aman, keadilan, dan 

kepastian hukum bagi pengguna, dan pe-

nyelenggara teknologi.

Asas dan tujuan pemanfaatan teknologi 

informasi dalam Undang-Undang ITE inilah yang 

juga menjadi landasan yuridis dalam digitalisasi 

administrasi pertanahan. Salah satu tujuan yang 

disebutkan adalah efektifitas dan efisiensi pelayanan 

publik. Era kemajuan teknologi memang diperlukan 

pemanfaatan informasi dan teknologi untuk 

meningkatkan pelayanan, termasuk pelayanan 

administrasi pelayanan.  Kesadaran dan pemahaman 

masyarakat yang semakin meningkatatas 

pelayanan publik telah mendorong kebutuhan 

pelayananpublik yang berkualitas, transparandan 

dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Tuntutan pelayanan yang berkualitas tersebut, 
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sangat bisa diterima mengingat perkembangan 

masyarakat kita yang secara socialdan ekonomi 

mengalami peningkatan,seperti tingkat penghasilan, 

perbaikan tingkat pendidikan, kesadaran sebagai 

warga Negara yang membaik di era demokrasi. 

Pendek kata masyarakat kita semakin cerdas dalam 

mengkritisi dan menyikapi kinerja pelayan publik yang 

dilaksanakan oleh pemerintah. Dengan hadirnya dan 

dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang pelayanan publik, maka kewajiban 

pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik 

berkualitas tidak dapat ditunda-tunda lagi. Untuk 

mewujudkan ketersediaan pelayanan publik yang 

berkualitas sekaligus sebagai implementasi Undang-

Undang tersebut, jajaran pemerintahan baik di 

pusat maupun pemerintah daerah mesti bekerja 

keras melakukan pembenahan-pembenahan jajaran 

instansi dan dinas-dinas yang bertugas melayani 

publik (Riyadi Santoso, 2010:12).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

Administrasi Pemerintahan pun sudah memberikan 

ruang bagi penggunaan dokumen elektronik. Hal 

ini bisa dilihat beberapa dari ketentuan di Undang-

Undang tersebut. Misalnya Pasal 1 angka (11) yang 

memuat konsep Keputusan Berbentuk Elektronis 

sebagai Keputusan yang dibuat atau disampaikan 

dengan menggunakan atau memanfaatkan media 

elektronik. Adanya ruang untuk dokumen elektronik, 

maka memang secara yuridis kebijakan hukum untuk 

mendukung administrasi pertanahan mendapat 

legalitas yang cukup dalam penyelenggaraan 

pemerintahan.

B.	 Konsep Kebijakan Hukum 
Digitalisasi Administrasi 
Pertanahan di Masa Mendatang
Konsep kebijakan hukum digitalisasi 

administrasi pertanahan yang komprehensi memang 

perlu dihadirkan dengan mencermati landasan 

filosofis, teoritis, dan yuridis yang telah dijelaskan. 

Landasan tersebut menentukan kebijakan hukum 

melalui lembaga otoritatif untuk menentukan 

bagaimana arah, isi, dan bentuk hukum. Dalam 

konteks yuridis konsep kebijakan hukum digitalisasi 

administrasi pertanahan harus sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

lainnya. Misalnya konsep digitalisasi administrasi 

dalam memanfaatkan teknologi dan informasi harus 

merujuk pada Undang-Undang ITE dan Undang-

Undang Administrasi Pemerintahan. Selain itu tentu 

harus memperhatikan Undang-Undang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menjadi payung 

hukum utama pengaturan yang berkaitan dengan 

permasalahan agraria.

Konsep kebijakan hukum yang mendasarkan 

pada peraturan perundang-undangan terkait dapat 

membuat kebijakan yang dibuat terhindar dari 

masalah hukum seperti konflik norma. Selanjutnya, 

konsep kebijakan hukum digitalisasi administrasi 

pertanahan harus dibuat dengan mendasarkan pada 

pola pikir atau kerangka dasar politik hukum nasional 

sebagai berikut:

1)	 Mengarah pada cita-cita bangsa yakni 

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan 

Pancasila.

2)	 Ditujukan untuk mencapai tujuan negara: 

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah 

darah Indonesia; memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa; 

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan 

sosial.

3)	 Dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar 

negara: berbasis moral agama; menghargai 

dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa 

diskriminasi; mempersatukan seluruh unsur 

bangsa dengan semua ikatan primordialnya; 

meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan 

rakyat; dan membangun keadilan sosial.

4)	 Dipandu oleh keharusan untuk: melindungi 

semua unsur bangsa demi integrasi atau 

keutuhan bangsa; mewujudkan keadilan 

sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan; 

mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan 
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nomokrasi (kedaulatan hukum); menciptakan 

toleransi hidup beragama berdasar keadaban 

dan kemanusiaan.

Melandasakan konsep kebijakan pada pola 

pikir tersebut dapat membantu konsep kebijakan 

hukum yang dihasilkan sejalan dengan tujuan 

pembangunan nasional dan akan punya potensi 

lebih besar diterima oleh subjek hukum yang diatur. 

Konsep pedoman atau dasar hukum digitalisasi 

administrasi pertanahan harus dirancang dengan 

semangat untuk memudahkan proses-proses 

pembangunan. Sehingga data dan informasi yang 

diolah dan dikelola melalui teknologi digital bisa 

dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan pedoman 

atau rambu-rambu yang jelas. Pemanfaatan data 

dan informasi itu pun akan tertuju untuk kepentingan 

nasional karena basis ideologis yang mendasari 

konsepnya jelas.

Konsep kebijakan hukum digitalisasi 

administrasi pertanahan juga harus memperhatikan 

wewenang yang jelas bagi penyelenggara negara 

yang menjalankan administrasi pertahanan sehingga 

mereka dapat menjalankan hak, kewajiban, dan 

tanggungjawabnya dengan baik. Sebab melalui 

wewenang akan lahir yakni asas yang menentukan 

bahwa wewenang itu diberikan kepada subjek 

hukum dengan tujuan tertentu (Aminuddin Ilmar, 

2013:115-116). Sementara penyimpangan dari 

tujuan diberikannya wewenang ini dianggap sebagai 

penyalahgunaan wewenang (detournement de 

pouvoir; het gebruiken vaneen bevoegdheid voor een 

ander doel). Asas spesialitas dapat diketahui dengan 

membaca peraturan perundang-undangan yang 

menjadi dasar dari kewenangan yang dilaksanakan 

kemampuan untuk melakukan tindakan tindakan 

hukum tertentu (Ridwan, 2010:382). Melalui konsep 

kebijakan hukum digitalisasi administrasi pertanahan 

yang jelas maka penyalahgunaan wewenang dalam 

proses pengolahan dan pengelolaan data pertanahan 

yang berbasis digital dapat dijelaskan secara hukum.

Selanjutnya, konsep kebijakan hukum 

digitalisasi tersebut juga harus memuat bagaimana 

langkah penyelesaian hukum apabila terjadi 

permasalahan-permasalahan terhadap data dan 

informasi pertanahan yang diadministrasikan. 

Dimuatnya langkah ini dalam kebijakan hukum 

dapat memberikan perlindungan hukum kepada 

warga negara sebagai pihak yang dilayani oleh 

penyelenggara negara dari tindakan kesewenang-

wenangan.

V.	 KESIMPULAN
1)	 Landasan filosofis membentuk ketentuan 

hukum yang mengatur tentang digitalisasi 

administrasi pertanahan dalam perspektif politik 

hukum dapat didasarkan pada basis ideologis, 

hakikat pembangunan, dan tujuan dasar yang 

menjadi panduan pembentukan kebijakan 

dalam menentukan arah, isi, dan bentuk 

hukum. Kemudian landasan teoritisnya, dari 

cakupan tujuan hukum digitalisasi administrasi 

pertanahan yang penting untuk mendorong 

percepatan pembangunan melalui pemanfaatan 

teknologi digital harus diatur dengan memenuhi 

kriteria kepastian hukum, keadilan, dan 

kemanfaatan. Selanjutnya, landasan yuridisnya, 

pembentukan ketentuan hukum digitalisasi 

administrasi pertanahan telah memiliki 

basis yuridis. Basis tersebut salah satunya 

dapat dilihat di Undang-Undang Administrasi 

Pemerintahan yang telah membuka ruang 

pada pemanfaatan dokumen elektonik dalam 

menyelenggarakan administrasi pemerintahan.

2)	 Konsep kebijakan hukum digitalisasi 

administrasi pertanahan di masa mendatang 

harus memperhatikan beberapa aspek. 

Pertama, ketentuan peraturan perundang-

undangan terkait pertanahan dan administrasi 

pemerintahan guna menghindari konflik 

norma. Kedua, memperhatikan pola pikir 

atau kerangka dasar politik hukum nasional.

Ketiga memperhatikan kejelasan wewenang 

dalam menjalankan digitalisasi administrasi 

pertanahan.
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